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Mengingat

KEPALA DESA WONOHARJO
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA WONOHARJO

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA-

KEPALA DESA WONOHARJO,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1)
Peraturan Komisi Informasi républik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan
Informasi Publik Desa, desa menetapkan Peraturan
Desa tentang Keterbukaan Informasi Publik di Desa;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan
Desa Wonoharjo tentang Keterbukaan Informasi
Publik Desa

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomorll2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 99); '



5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018
tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1899);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53
Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam
Proses Kebijakan Publik;

8. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2020
tentang Keterbukaan Informasi Publik di Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOHARJO
Dan
KEPALA DESA WONOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA WONOHARJO TENTANG

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

%
2z

3.

Desa adalah Desa Wonoharjo

Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Wonoharjo dan Badan
Permusyawaratan Desa Wonoharjo

Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama
lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain
adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan
keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis.
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(1)

Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa,
dan unsur nmasyarakat yang -.diselenggarakan oleh Badan
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh
BPD bersama Kepala Desa. '

Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka
melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundangan-undangan
yang lebih tinggi.

Badan Publik adalah Badan Publik Desa yang terdiri dari Pemerintah
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta Badan Publik lainnya
yang terdiri dari Badan Usaha Milik Desa dan Lembaga Kemasyarakatan
Desa dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan
penyelenggaraan pemerintahan desa, yang berada di desa, sepanjang
sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
Informasi Publik Desa adalah informasi yang dihasilkan, disimpan,
dikelola, dikirim, dan/atau diterima pemerintah desa sesuai dengan
peraturan desa ini serta informasi lain yang berkaitan dengan
kepentingan publik. :

Pejabat Pengelola Infromasi dan Dokumentasi Desa yang selenjutnya
disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang
penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan
informasi publik desa.

Tim Informasi Desa yang selanjutnya disebut TID adalah pejabat yang
bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian,
penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di desa dan
bertanggungjawab langsung kepada atasan TID sebagaimana dimaksud
pada Peraturan Desa ini.

Atasan TID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat
yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang
bersangkutan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Desa ini yaitu sebagai pedoman
kepada Pemerintah Desa dalam melaksanakan keterbukaan informasi
publik di Desa.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah sebagai berikut:

a. meningkatkan efektifitas dan mekanisme kontrol masyarakat
terhadap pelaksanaan  kebijakan, program dan  kegiatan
pembangunan Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa;

b. meningkatkan sarana untuk memperoleh, mengelola dan menyajikan
data dan informasi Desa,



c. mewujudkan clean government dan transparansi informasi; dan
d. membangun kepercayaan publik terhadap kinerja Pemerintah Desa.

BAB III
INFORMASI PUBLIK DESA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

Informasi Publik Desa terdiri dari:
a. Informasi Publik Desa yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara
Berkala; i
. Informasi Publik Desa yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta;dan
c. Informasi Publik Desa yang Wajib Tersedia Setiap Saat.

Bagian Kedua

Informasi Publik Desa yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara

Berkala
Pasal 4

(1) Pemerintah Desa wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik
Desa yang paling sedikit terdiri atas:

a.

b.

[y

profil Badan Publik Desa yang meliputi alamat, visi misi, tugas dan

fungsi, struktur organisasi, dan profil singkat pejabat;

matriks Program atau kegiatan yang sedang dijalankan yang

meliputi; nama program/kegiatan, jadwal waktu pelaksanaan,

penanggungjawab sumber dan besaran anggaran;

matriks Program masuk Desa yang meliputi program dari

Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota, dan

pihak ke 3 (tiga) serta data penerima bantuan program;

dokumen RPJM Desa, RKP Desa dan Daftar Usulan Rencana Kerja

Pemerintah dan RAPB Desa;

peraturan Desa tentang APBD Desa tahun berjalan;

Laporan Kinerja Pemerintah Desa yang meliputi paling sedikit:

1. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun
anggaran; dan/atau

2. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan

Laporan Keuangan Pemerintah Desa yang paling sedikit terdiri atas:

1. laporan realisasi APBDesa;

2. laporan realisasi kegiatan;

3. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana,;

4. sisa anggaran; dan

5. alamat pengaduan;

. daftar peraturan dan rancangan peraturan di Desa; dan

informasi tentang hak dan tata cara mendapatkan Informasi Publik
Desa.

(2) Pengumuman secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lambat 1 (satu) kali dalam setahun. ‘



Bagian Ketiga

Informasi Publik Desa yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta

" Pasal 5.

(1) Setiap Pemerintah Desa wajib mengumumkan informasi yang dapat
mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum paling
sedikit: '

a.

€:

g

informasi tentang bencana alam antara lain kekeringan, kebakaran
hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik,
wabah, dan kejadian luar biasa;

informasi tentang keadaan bencana non-alam antara lain
pencemaran lingkungan; -

bencana sosial antara lain kerusuhan sosial, konflik sosial antar
kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;

informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi
sumber penyakit yang berpotensi menular;

informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh
masyarakat; dan/atau

informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.

(2) Standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit meliputi:

Mo ao o

potensi bahaya dan/atau.besaran dampak yang dapat ditimbulkan;
pihak yang berpotensi terkena dampak bagi masyarakat umum;
prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan darurat terjadi;

cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan;

cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang;

pihak yang wajib mengumumkan informasi yang dapat mengancam
hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;

tata cara pengumuman informasi apabila keadaan darurat terjadi;
dan

upaya yang dilakukan oleh Badan Publik dan/atau pihak yang
berwenang dalam menanggulangi bahaya dan/atau dampak yang
ditimbulkan.

(3) Informasi Publik Desa yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta
diumumkan pada papan pengumuman Desa dan/atau media lain yang
lazim digunakan dan dijangkau dengan mudah oleh masyarakat.

(4) Media lain yang lazim digunakan dan dijangkau dengan mudah oleh
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain ;

a. Media sosial ;
b. Surat Edaran; dan
c. Pertemuan masyarakat.



Bagian Keempat
Informasi Publik Desa yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Pasal 6

Setiap Pemerintah Desa wajib menyediakan Informasi Publik Desa yang
Wajib Tersedia Setiap Saat yang paling sedikit terdiri atas:

a.

S N

i

Daftar Informasi Publik Desa yang paling sedikit berisi rmgkasan isi
informasi, pejabat/unit yang menguasai informasi, penanggungjawab
pembuatan/penerbitan informasi, waktu dan tempat ' pembuatan
informasi, format informasi yang tersedia, jangka waktu penyImpanan
atau masa retensi arsip; -
informasi tentang Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa,
Peraturan Kepala Desa, Keputusan BPD yang paling sedikit terdiri atas:

1. dokumen pendukung kajian atau pertimbangan yang mendasari

terbitnya peraturan dan/atau keputusan tersebut;
2. peraturan dan/atau keputusan dari berbagai pihak;
3. risalah rapat dari proses pembentukan peraturan dan/atau
keputusan tersebut;

4. rancangan peraturan dan/atau keputusan tersebut;

5. tahap perumusan peraturan dan/atau keputusan tersebut; dan

6. peraturan dan/atau keputusan yang telah diterbitkan.
seluruh dokumen Informasi Publik Desa Berkala wajib disediakan;
profil lengkap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
profil Desa,;
surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
surat menyurat pimpinan atau pejabat Pemerintah Desa dalam rangka
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
data perbendaharaan atau inventaris;
informasi mengenai proses dan penetapan pemilihan kepala Desa;
berita acara hasil musyawarah BPD, Musyawarah Desa dan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;
informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang
dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang
dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani
layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan
Informasi Publik serta laporan penggunaannya;
Informasi Publik Desa lainnya yang telah dinyatakan terbuka bagi
masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian
sengketa di Komisi Informasi dan proses hukum lainnya;
Berita Acara Pembentukan, Penggabungan dan/atau Pembubaran
BUMDesa;
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan BUM Desa; dan
Standar Operasional Prosedur Pengelolaan BUM Desa.



(2)

Bagian Kelima
Informasi yang Dikecualikan
Pasal 7. :

Pemerintah Desa wajib membuka akses Informasi Publik Desa bagi
setiap Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan.
Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah sebagai berikut:

a.

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada
Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan
hukum, yaitu informasi yang dapat:

1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak
pidana;

2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau
korban yang mengetahui adanya tindak pidana;

3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana
yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan
segala bentuk kejahatan transnasional;

4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum
dan/atau keluarganya; dan/atau

5. membahayakan keamanan peralatan, -sarana, dan/atau
prasarana penegak hukum.

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada

Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan

perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan

dari persaingan usaha tidak sehat;

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada

Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan

keamanan negara sesuai ketentuan peraturan perundang

undangan;

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada

Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam

Indonesia;

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada

Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi

nasional sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada

Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan

hubungan luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang

undangan

Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi

akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun

wasiat seseorang;

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada

Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi,

yaitu:

1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;

2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik,
dan psikis seseorang; :



kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank

seseorang; ‘

hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas,

dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau

catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan

dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan

pendidikan nonformal

i. memorandum atau surat antar Badan Publik atau intra Badan
Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan
Komisi Informasi atau pengadilan,;

j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-
Undang.

Pasal 8

(1) Pengecualian Informasi Publik Desa didasarkan pada pengujian
tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan
serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup
Informasi Publik Desa dapat melindungi kepentingan yang lebih besar
daripada membukanya atau sebaliknya.

(2) Pengecualian Informasi Publik sebagaimana tersebut pada ayat (1)
berdasarkan harus dinyatakan secara tertulis dan disertakan dalam
surat pemberitahuan tertulis atas permohonan Informasi Publik.

(3) Pengeculian Informasi Publik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibahas dalam musyawarah Desa dan ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa.

BAB IV
BADAN PUBLIK DESA

Pasal 9

Badan Publik Desa terdiri dari:

a. Pemerintah Desa ;

b. BPD;

c. BUMDesa; dan

d. BKAD.
BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak Pemohon Informasi Publik
Pasal 10

(1) Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik ‘sesuai dengan
ketentuan peraturan desa ini.
(2) Setiap orang berhak :
a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum dan
memperoleh informasi publik;



(3)

(4)

(3)

(1)

c. mendapatkan Salinan informasi publik melalui permohonan sesuai
dengan peraturan desa ini; dan/atau

d. menyebariuaskan informasi publik sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan permintaan

informasi publik disertai alasan permintaan tersebut.

Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan gugatan ke

pengadilan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapat

hambatan atau kegagalan sesuai dengan Peraturan Desa ini.

Bagian Kedua
Kewajiban Pengguna Informasi Publik
Pasal 11

Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia
memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan
sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan peraturan
perundangan-undangan.

Bagian Ketiga
Hak Pemerintah Desa
Pasal 12

Pemerintah Desa berhak menolak memberikan informasi yang

dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pemerintah Desa berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila

tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Pemerintah Desa,

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Informasi yang dapat membahayakan Negara;

b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha
dari persaingan usaha tidak sehat;

c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;

Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau

e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasi atau
didokumentasikan.

e

Bagian Keempat
Kewajiban Pemerintah Desa
Pasal 13

Pemerintah Desa wajib menyediakan, memberikan dan/atau
menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya
kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan
sesuai dengan ketentuan.

(2) Pemerintah Desa wajib menyediakan Informasi Publik yang

akurat,benar,dan tidak menyesatkan.



(3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat(2),

(4)

(5)

Pemerintah Desaharusmembangun dan mengembangkan sistem
informasi. dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara
baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudabh.

Pemerintah Desa wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap
kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas
InformasiPublik.

Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat
pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan
dan keamanan negara.

Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sampai dengan ayat (4) Pemerintah Desadapat memanfaatkan sarana
dan/atau media elektronik dan non elektronik.

Pasal 14

Kewajiban Pemerintah Desa yang berkaitan dengan kearsipan dan
pendokumentasian Informasi Publik dilaksanakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

(1)

(2)

(1)

(2)

BAB VI

STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DESA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik Desa dengan cara
melihat dan mengetahui informasi serta mendapatkan salinan Informasi
Publik.

Pemerintah Desa wajib memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) melalui:

a. pengumuman Informasi Publik Desa ; dan

b. penyediaan Informasi Publik Desa berdasarkan permohonan.

Bagian Kedua
Standar Layanan Informasi Publik Melalui Pengumuman
Pasal 16

Pemerintah Desa wajib mengumumkan informasi yang wajib disediakan
dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
sekurang-kurangnya melalui situs resmi dan papan pengumuman
dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat.

Pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), dengan mempergunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar,
mudah dipahami serta dapat mempertimbangkan penggunaan bahasa
yang digunakan penduduk setempat.




(3) Pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),
dan ayat (3) disampaikan dalam bentuk yang memudahkan bagi
masyarakat dengan kemampuan berbeda untuk memperoleh informasi.

Paragraf 2
Standar Layanan Informasi Publik Desa Melalui Media Sosial
Pasal 17

(1) Untuk kemudahan dan kecepatan penyampaiaﬁ Pemerintah Desa
Pemerintah Desa mengumumkan Informasi Publik Desa melalui Media
Sosial ‘

(2) Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :

a. Website desa
b. Whatsapp Group
c. Facebook dan
d. Instagram
e. Twitter
Paragraf 2

Standar Layanan Informasi Publik Melalui Pertemuan Desa
Pasal 18

(1) Pemerintah Desa secara aktif memanfaatkan pertemuan yang ada di
Desa untuk menyampaikan Informasi Publik Desa.

(2) Pertemuan yang ada di Desa sebagaimana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi ;

Pertemuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa ;

Pertemuan Rukun Warga/Rukun Tetangga ;

Pertemuan Yasinan/Tahlil ;

Pertemuan Selapanan ;

Pertemuan Suran;

Pertemuan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa/ Rukun

Warga/Rukun Tetangga; dan

g. Pertemuan lain yang ada di Desa.

mo Qoo

Bagian Ketiga
Standar Layanan Informasi Publik Melalui Permohonan
Pasal 19

Seluruh Informasi Publik yang berada pada Pemerintah Desa selain
informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh Publik melalui prosedur
permohonan Informasi Publik. :



BAB VII
PENGELOLAAN

Bagian kesatu
Tata Cara Mendapatkan Informasi Publik Desa
Pasal 20

(1) Pemohon informasi publik dapat mengajukan permohonan untuk
memperoleh informasi publik kepada penyelenggara Pemerintahan Desa
secara tertulis dan/atau tidak tertulis dengan melengkapl identitas diri,
disertai dengan alasan permohonan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mendapatkan informasi
publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Desa.

Bagian Kedua
PPID Desa
Pasal 21

(1) Dalam melaksanakan tugas Pelayanan Informasi Publik Desa perlu
ditetapkan PPID Desa.

(2) Kepala Desa merupakan atasan PPID Desa.

(3) Kepala Desa menunjuk dan menetapkan Sekretaris Desa sebagai PPID
Desa.

(4) Dalam hal Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berhalangan Kepala Desa dapat menunjuk dan menetapkan Perangkat
Desa lain.

Pasal 22

(1) Struktur Organisasi PPID Desa terdiri dari :
a. Atasan PPID Desa;

PPID Desa;

Bidang Layanan Informasi;

Bidang Dokumentasi dan Arsip; dan

Bidang Penyelesaian Sengketa dan Aduan.

(2) Bagan struktur organisasi PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

O B -

Pasal 23

PPID Desa bertanggung jawab di bidang layanan Informasi Publik Desa yang
meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan
pelayanan Informasi Publik Desa.




(2)

(3)

(4)

(2)
(3)

(4)

(5)

Pasal 24

PPID Desa bertanggung jawab mengkoordinasikan penyimpanan dan

pendokumentasian seluruh Informasi Publik Desa yang berada di

Badan Publik Desa. -

PPID Desa dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam hal

pengelolaan seluruh Informasi Publik Desa.

Dalam rangka tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

PPID bertugas mengkoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi

Publik Desa secara fisik dari setiap Badan Publik Desa yang meliputi:

a. Informasi Publik Desa yang Wajib Disediakan dan Diumumkan
Secara Berkala;

b. Informasi Publik Desa yang Wajib Tersedia Setiap Saat; dan

c. informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.

Dalam rangka tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

PPID bertugas mengkoordinasikan pendataan Informasi Publik Desa

yang dikuasai oleh setiap Badan Publik Desa untuk pembuatan dan

pemutakhiran Daftar Informasi Publik Desa setelah dimutakhirkan oleh

pimpinan masing-masing Badan Publik Desa paling sedikit 1 (satu) kali

dalam sebulan.

Penyimpanan Informasi Publik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang kearsipan.

Pasal 25

PPID Desa bertanggung jawab mengkoordinasikan penyediaan dan

pelayanan seluruh Informasi Publik Desa di bawah penguasaan Badan

Publik Desa yang dapat diakses oleh publik.

Dalam rangka tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

PPID

Desa bertugas mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan

Informasi Publik Desa melalui pengumuman dan/atau permohonan.

Dalam hal kewajiban mengumumkan Informasi Publik, PPID Desa

bertugas untuk mengkoordinasikan:

a. pengumuman Informasi Publik Desa melalui media yang secara
efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan dan
masyarakat; dan

b. penyampaian Informasi Publik Desa dalam bahasa Indonesia yang
baik dan benar, mudah dipahami serta mempertimbangkan
penggunaan bahasa dan cara yang digunakan oleh penduduk
setempat.

Dalam hal adanya permohonan Informasi Publik Desa, PPID Desa

bertugas:

a. memberikan Informasi Publik Desa yang dapat diakses oleh publik
setelah berkoordinasi dengan Badan Publik Desa;



(6)

(7)

b. melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul
sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Keterbukaan
Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu
dikecualikan;

c. menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara
jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak; dan

d. menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang
dikecualikan beserta alasannya.

Dalam hal terdapat keberatan atas penyediaan dan pelayanan

Informasi Publik Desa PPID Desa melakukan koordinasi dengan Atasan

PPID Desa.

Dalam hal menyusun Laporan dan evaluasi layanan informasi publik

Desa PPID Desa melakukan rekapitulasi jumlah permohonan informasi

publik, jumlah permohonan informasi yang dikabulkan  dan ditolak,

jumlah keberatan, dan jumlah sengketa informasi.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID Desa berwenang:

a.

b.

mengkoordinasikan setiap Badan Publik Desa dalam melaksanakan
pelayanan Informasi Publik;

memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak
berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;

menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi
Publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia
dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara
bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
dan

menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah
wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau
memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala paling sedikit 1
(satu) kali dalam sebulan dalam hal Badan Publik memiliki pejabat
fungsional dan/atau petugas informasi

Bagian Keempat
Keberatan

Pasal 27

Setiap Pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara
tertulis dengan melengkapi identitas diri, disertai dengan alasan
permohonan yang ditujukan kepada Atasan PPID, berdasarkan alasan
sebagai berikut :

a. penolakan atas permohonan informasi publik;

tidak disediakannyainformasi publik secaraberkala;

tidak ditanggapinya permohonan informasi publik;

tidak dipenuhinya permohonan informasi;dan/atau

penyampaian informasi melebihi batas waktu yang telah
ditentukan.
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(2) Ketentuan mengenai pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 28

Pembiayaan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Desa dibebankan
pada APBDesa dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai
ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Wonoharjo

Ditetapkan di Wonoharjo
~Pada tanggal 8 September 2021

EPALA DESA WONOHARJO,{

Diundangkan di Wonoharjo
Pada tanggal 8 September 2021
SEKRETARIS DESA WONOHARJO,

S —

“ TURYANTO
LEMBARAN DESA WONOHARJO TAHUN 2021 NOMOR 9




BADAN PERMUSYAWARATA DESA
DESA WONOHARJO KECAMATAN ROWOKELE

KABUPATEN KEBUMEN
B i e ———_—— eSS

KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA WONOHARJO KECAMATAN ROWOKELE
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1)
Peraturan Komisi Informasi republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan
Informasi Publik Desa, desa menetapkan Peraturan
Desa tentang Keterbukaan Informasi Publik di Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan
Desa Wonoharjo tentang Keterbukaan Informasi
Publik Desa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomorll2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 99);




Menetapkan :
KESATU

KEDUA

S. Peraturan®' Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun .2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539); ,

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018
tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1899);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53
Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam
Proses Kebijakan Publik;

8. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2020
tentang Keterbukaan Informasi Publik di Desa;

MEMUTUSKAN

Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tentang
Keterbukaan Informasi Publik Desa Desa Wonoharjo
Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen untuk ditetapkan
Menjadi Peraturan Desa.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Disepakati : BPD Desa
Wonoharjo
Pada Tanggal : 7 September 2021




BERITA ACARA MUSYAWARAH BPD

PEMBAHASAN BPD TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DESA

Pada hari ini Selasa , tanggal tujuh, bulan September Tahun Dua ribu dua
puluh satu, bertempat di Desa Wonoharjo, Kecamatan Rowokele Kabupaten
Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan
Desa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa Tentang
Keterbukaan Informasi Publik Desa

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok
hasil musyawarah Khusus BPD sebagai berikut :

a. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tentang Keterbukaan Informasi
Publik Desa untuk di tetapkan menjadi Peraturan Desa

b. Pokok-pokok perubahan yang ada dalam Rancangan Peraturan Desa
Tentang Keterbukaan Informasi Publik Desa adalah sudah
mempertimbangkan Pearturan Perundangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA WONOHARJO

Ketua ; Misno SPd.MPd
Wakil Ketua : Suparno

Sekretaris - Sarifatun Khasanah
Anggota : Rohiman

Anggota : Choerudin Tohir
Anggota : Kasiman

Anggota : Aan Kusno

Anggota . Maman Sakiman

Anggota : Agus Turohman




BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

PEMBAHASAN DAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DESA

Pada hari ini Rabu, tanggal delapan, bulan September tahun dua
ribu dua puluh satu, bertempat di Desa Wonoharjo, Kecamatan Rowokele,
Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan
permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh
masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi
Wanita dalam rangka membahas Terhadap Rancangan Peraturan Desa
Tentang Keterbukaan Informasi Publik Desa

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok
hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut:
a. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tentang Keterbukaan
Informasi Publik Desa untuk di tetapkan menjadi Peraturan Desa

b. pokok-pokok perubahan yang ada dalam Rancangan Peraturan Desa
Tentang Keterbukaan Informasi Publik Desa adalah sudah
mempertimbangkan Pearturan Perundangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara musyawarah Desa ini dibuat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

i .,-"'

imsni&,s Pd., M.Pd.)
YANG MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI

No Nama Alamat Tanda Tangan . Ket.
1| M s Ketua BPD
2. |ROhimgn Sawangen T [ -~ Wakil Ketua BPD
3. Carifabn K. | uwum,;‘ <~ 34 | Sekretaris BPD
RN BT N /_: g/ﬁ/ Anggota BPD
5. | Aan-k | gearso M | Anggota BPD
6. As\mg TUTE AN Qomne eSS \ﬂ}ﬂ;& Anggota BPD
7. | Metan Soboomace. | Potfobon. , Anggota BPD
8. |\ oot Aurmonts ﬂp‘-/ /e ,,%4 Kepala Desa
9. |TurypNTO Temees 3 /LHM’\ " | Sekretaris Desa
10. | Kaswnan Lemongor - o Unsur Masyarakat
15| Brcaden bkt e & - | Unsur Keagamaan
1% e e 1 M) A Unsur Anak

- : _




BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
Nomor : S /DS- Wonoharjo /IV /2021
Nomor : 5 /BPD-Wonoharjo /IV/2021

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA WONOHARJO

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG KETERBUKAAN uINFORMASI
PUBLIK DESA
Pada hari ini Rabu, tanggal delapan, bulan September Tahun Dua ribu dua
puluh satu kami yang bertanda tangan di bawah ini : :

1 SRI BUDI MURNIANTO :  Kepala Desa Wonoharjo dalam hal ini
bertindak untuk dan ' atas nama
Pemerintah Desa Wonoharjo selan_]utnya
disebut PIHAK KESATU ¥

2 MISNO,S.Pd., M.Pd. :  Ketua / Wakil Ketua / Anggota BPD Desa
Wonoharjo dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) Desa Wonoharjo selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan
Peraturan Desa Tentang Keterbukaan Informasi Publik Desa yang
telah diajukan PIHAK KESATU, dengan penyesuaian dan perubahan
sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara
ini

2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan
perubahan Rancangan Peraturan Desa Tentang Keterbukaan
Informasi Publik Desa sebagaimana tertuang pada catatan yang
terlampir dalam Berita Acara ini.

3. PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas
Rancangan Peraturan Desa Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Desa selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana
tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-
lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani
Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah
pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya

_-.-—..._

a?i

/‘ﬁrHAK KESATU




DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

Acara : Penetapan Rancangan Peraturan Desa Tentang Keterbukaan
Informasi Publik Desa

Desa : Wonoharjo

Kecamatan : Rowokele :

Tanggal : 8 September 2021
No Nama Alamat Jabatan L/P/ MTauun
1 |TuppnTo Twfer Seicp e 1 ;
2 [ o (2R
3 [NStpar K 2y 22 Y 3 /WL .
¢+ | Aol i ’ = =
5 | Aans .Y Tones. Z2yV L ,
6 | Safeakun K lugwn s Bpo c.| Y a6 e
7 | Rolviwan SAW NGl i RPP 7 Uy
5 | P §eales pan Pdaad. % 7. 8
9 | Kasuan __Lowugger ey R
10 | ol Piyen——y Qg VoAl 7 /10 /”
11 | Yo e.p o i 11 / /
12 v Aljtan ] 12 Lgdl|
13 |"P1&tfi by hdayof Lt qedary Laner L Bé";r iy
4 [ fulioge | e, 2 | ime 1
15 | T &svarwiclp M;&%{JJ‘ Ecuw 15 N
16 | Dwne e (2% -6 5 6"
17 | Suratno Jawangan | Icpem. - L1 I
18 [ Robf,  aomappul Siree Tu WY
19 | Sanar Padacan Séagr o2t " (
20 | /77 oustoro| wonporary | el 200 A
21 | pna~  dc M U ~gunale iR e,
22 | sardi wockuono | Wpnpscc K- rlavanan 22 m
23 | Serwe ¥ lscana feepsC 23 =
24 | ulionk Tanek er ok mas p 24 T4
25 | s hesonah Lowong - kev- 25 ¢ ran "
26 | Codric /R fer 26 1
27 | Poirrnatr| T J av 27 & [
28 | Tugiyup Slirap il 28 7.2
29 Anrf ﬂnmom o i 1 29 /H’- /
30 | m-#ucheeri {ih for 30 & '
31 | bowdmin IR Rq 31 gl /
32 35&;0& LUWM_ [y 32(7'&—
33 | fspadk 2 33 Kop N
34 | Slamut 5 Uef
35 ﬂ%ﬁé{ﬂtr }407‘ Lgb EVNVHJq
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